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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah keyakinan keberagamaan yang didasarkan pada al-Qur’an
 dan Hadits.
 Keduanya (al-Qur’an dan Hadits) telah menjadi panduan, rujukan sekaligus pedoman bagi kehidupan para penganutnya pada rentang historisitas sejarah umat Islam. Karena itu, keduanya dianggap sebagai dokumen historis sekaligus dokumen keagamaan yang suci. Sebagai dokumen historis, al-Qur’an dan Hadits dalam setiap pernyataannya mengacu pada peristiwa aktual sesuai dengan konteks sejarahnya ketika ia diturunkan, dan sekaligus pesan yang dikandungnya bersifat transedental dalam arti melampui zaman
. Sedangkan sebagai dokumen keagamaan al-Qur’an dan Hadits senantiasa dapat memberi bimbingan kepada manusia dalam hidup dan kehidupan umat. Dengan kata lain, keduanya merupakan sumber makna dan nilai hidup.

Dimensi kehidupan yang demikian rumit yang secara filosofis, teologis dan sosiologis diatur sedemikian rupa di dalam al-Qur’an dan Hadits. Kendati demikian, hal ini bukanlah mengarah pada ranah yang formatif (bentuk luaran atau ekstrinsik), namun terletak pada ranah nilai-nilai yang subtantif esensial (isi). Sehingga keduanya (al-Qur’an dan Hadits) secara subtansif esensial dapat berlaku sesuai konteks ruang dan waktu (shalih li kulli zaman wa makan). Nilai-nilai dimensional kehidupan yang diatur di dalam al-Qur’an dan Hadits itu secara seimbang tertuang dalam konsep ibadah dan mu’amalah. Jika yang pertama berkaitan dengan hal-hal vertical (habl min Allah), maka yang kedua mengarah pada hal-hal horizontal (habl min al-nas). Lantas, problematika mu’amalah (kemanusiaan) inilah yang senantiasa berubah-ubah sesuai konteks ruang dan waktu. Salah satu persoalan mu’amalah yang secara filosofis, teologis dan sosiologis diatur di dalamnya adalah menyangkut persoalan perkawinan (pernikahan).

Konsepsi pernikahan sebagai sebuah ajaran Islam yang berdimensi kemanusiaan (humanity) secara filosofis, teologis dan sosiologis -paling tidak- nilai-nilainya termaktub pada dalil tentang hakikat penciptaan manusia (baik laki-laki maupun perempuan) demi terwujudnya harmonisasi kehidupan umat manusia sebagai mikrokosmis (jagat cilik) yang berlandaskan spirit ta’aruf. Maka, dari sinilah terletak konsepsi keluarga secara antropo-sosiologis yang kelak menjadi fondasi bagi munculnya suku dan bangsa di dalam ajaran Islam. Sebagaimana terangkum dalam:

((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((   

Terjemahan: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat: 13)

Karena itu keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat, tentu menjadi poros utama bagi munculnya tatanan masyarakat ideal. Idealisasi tentang masyarakat ini tidak akan dapat terbina manakala pra kondisi bagi terciptanya sebuah jalinan kekeluargaan itu tidak didasarkan pada jalinan pernikahan yang ideal. Pada konteks ini, maka keluarga itu bukan hanya sebagai salah satu faktor dominan bagi terciptanya sebuah masyarakat yang akan memicu gelombang revolusioner terhadap kehidupan umat manusia
, tetapi harmonisasi dalam sebuah keluargalah yang akan memicunya. Sehingga dapat dikatakan faktor determinannya adalah harmonis. Sebab, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang harmonis serta terbingkai dalam jalinan suci (sakral) adalah simbolisasi dari adanya harmoni makrokosmis (jagat gedhe).
 Hal ini berarti bahwa; masyarakat ideal akan lahir dari setiap keluarga yang harmonis, dan keluarga yang harmonis itu tidak akan pernah muncul manakala tidak ada ikatan yang sakral (mitsaqan ghalizan). Jadi, pernikahan adalah conditio sine qua non
 bagi munculnya keluarga yang harmonis. Kenyataan ini tentu senada dengan dalil yang secara lugas tentang tujuan-tujuan pernikahan yang mawaddah wa rahmah serta membawa dampak positif, sebagaimana terangkum dalam;

(((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.
 Kendati demikian, konsepsi pernikahan itu tidak semata-mata menyangkut persoalan tujuan-tujuan pernikahan yang ideal saja. Tetapi juga menyangkut tata cara, proses, pelaksanaan dan pelbagai atributisasi yang berkaitan dengan pernikahan. Pada konteks ini, maka pernikahan harus dipandang sebagai salah satu ajaran Islam yang teraktualisasi dalam kurun historis dari masa ke masa. Karenanya pernikahan juga harus dimaknai sebagai sebuah bentuk interaksi simbolik antara laki-laki dan perempuan yang ada di setiap budaya, agama dan keyakinan yang pernah ada dalam kehidupan umat manusia dari dahulu hingga sekarang. Sehingga, dimensi normatif ajaran Islam tentang pernikahan itu dapat berjalan sesuai dengan kontekstualisasi historisitas umat manusia.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia tentu juga mengatur tentang pernikahan atau perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Jika yang pertama merupakan norma hukum yang berlaku mengikat untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) dimana pun berada. Maka yang kedua secara yuridis hanya mengikat Warga Negara Indonesia yang beragama Islam semata. Regulasi ini menurut Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H saat melaksanakan pidato pengukuhan sebagi Guru Besar Fakultas Hukum UGM, merupakan regulasi (undang-undang) yang mengatur tentang perkawinan, termasuk mengenai kekeluargaan, yang tidak lepas dari teleologis
 dari pembentukannya.
 Lebih lanjut dosen Fakultas Hukum UGM ini menguraikan, Indonesia sebagai sebuah Negara yang berdaulat harus memiliki sistim hukum sendiri, termasuk dalam mengatur hukum perkawinan dan keluarga.

Diskursus kontemporer yang tengah mengemuka di jagat pemikiran (umat) Islam di Indonesia saat ini tekait persoalan pernikahan, terangkai dalam wacana nikah sirri. Persoalan nikah sirri tersebut disamping sebuah fenomena sosiologis, juga merupakan kenyataan yang sedang diproses secara legislasi di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) nikah sirri, yang saat ini tengah dibahas di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 di DPR RI.
Kontroversi tentang RUU nikah sirri ini telah menjadi fenomena bahasan dan kajian bagi para pemikir, praktisi, ulama, intelektual dan kalangan berkompeten lainnya. Menurut kalangan yang menyetujui, RUU tersebut akan dapat melindungi hak-hak perempuan (istri) secara proporsional dari kesewenangan pihak laki-laki (suami) yang cenderung berparadigma patriarkhi paternalistik. Sedangkan bagi para penentangnya, RUU tersebut dianggap berlebihan karena; memasukkan hal-hal yang sifatnya pemidanaan (pidana) terhadap para pelaku nikah sirri. Menurut mereka, hal ini jelas bertentangan dengan hakikat dasar dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Proses legislasi pengesahan atau penetapan terhadap RUU HMPA nikah sirri yang belum usai tersebut, tentu membuka ruang publik bagi pendalaman dan pengayaan pemahaman terhadap item-item yang berkenaan dengan nikah sirri secara lebih elegan dan terbuka. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya volume diskusi publik, seminar, forum-forum yang membahas konsep nikah sirri dari pelbagai sudut pandang. Maka secara akademis intelektual, penulis dengan segala keterbatasannya, pun merasa terpanggil untuk sekedar mengulas, membahas serta mengkaji mengenai persoalan RUU nikah sirri tersebut melalui penelitian ini. Untuk itulah maka proposal penelitian ini bertema "Studi Analisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama (HMPA) Nikah Sirri dalam Perspektif Fiqh".
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini adalah berikut:

1. Bagaimana ontologi, epistemologi dan aksiologi RUU HMPA nikah sirri?

2. Bagaimana konsep pernikahan dalam perspektif fiqh?

3. Bagaimana keabsahan RUU HMPA nikah sirri dalam perspektif fiqh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ontologi, epistemologi dan aksiologi RUU HMPA nikah sirri.

2. Untuk mengetahui konsep pernikahan dalam perspektif fiqh.

3. Untuk mengetahui keabsahan RUU HMPA nikah sirri dalam perspektif fiqh.

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada pembaca tentang RUU nikah sirri. Juga sebagai rekomendasi ilmiah dalam hukum mu’amalah yang dipegangi masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan Studi pada Program Ahwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari’ah STAIN Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat untuk lebih memahami tentang bagaimana agar pro-kontra tentang RUU nikah sirri diangkat mempunyai kedudukan yang sah secara legal formil di mata hukum.

c. Bagi Pengembang Ilmu

Sebagai bahan bacaaan sekaligus referesi primer ataupun sekuder untuk memproduksi temuan-temuan ilmiah yang lain. Juga sebagai rekomendasi ilmiah dalam hukum mu’amalah yang dipegangi masyarakat.

d. Bagi Legislator

Sebagai bahan pertimbangan dalam meracang Undang-Undang yang mengikat warga negara.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran kata-kata dalam judul, antara penulis dengan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan istilah pada judul, yaitu “Studi Analisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan  Agama (HMPA) Nikah Sirri dalam Perspektif Fiqh”.
1. Penegasan Konseptual 
a. Rancangan  Undang-Undang
: Rencana atau program tentang ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet (menteri, badan eksekutif, dsb) dan disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legeslatif, dsb) ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja).

b. HMPA

:
Hukum Materiil Peradilan Agama
, yaitu hukum yang menentukan isi suatu norma hukum.

c. Nikah Sirri
:
kata sirri berasal dari bahasa arab as-sirru yang artinya: “rahasia”. Sedangkan menurut istilah nikah sirri di Indonesia muncul karena pernikahan yang telah memenuhi ketentuan nikah menurut agama Islam tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

d. Perspektif
:
pandangan, tinjauan

e. Fiqh 
:
ilmu tentang hukum Islam
. Secara bahasa paham / tahu atau pemahaman yang mendalam membutuhkan pengerahan potensi akal. Secara etimologi fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ (ilmu yang menerangkan segala hukum syara’) yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas (tafshili).

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Studi Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri dalam Perspektif Fiqh dalam penelitian ini adalah; pengkajian, pembahasan atau analisa terhadap konsep nikah sirri yang termaktub dalam RUU HMPA nikah sirri secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis menurut perspektif fiqh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka ini biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian yang terkait dengan topik atau masalah.
 Jika ditinjau dari objek penelitian yaitu; Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA) nikah sirri, dimana RUU ini keberadaanya masih pada level draft (rancangan) dan diperdebatkan serta mengundang polemik di tengah masyarakat, maka seharusnya dan lebih baik skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya memperpadukan antara studi pustaka dengan studi lapangan atau field research. Akan tetapi karena kendala teknis, yaitu kenyataan bahwa persoalan pengesahan terhadap regulasi (aturan) nikah sirri masih berada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 maka skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sebab secara legislasi RUU HMPA jelas merupakan kewenangan (otoritas) lembaga legislatif, maka penelitian ini merupakan ikhtiar dalam memperkaya khazanah pemikiran tentang nikah sirri menurut perspektif fiqh.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sebuah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu dan data tersebut juga harus sesuai dengan teori atau pengetahuan.

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh.
 Sumber data dalam sebuah kajian meliputi catatan atau laporan resmi, barang cetakan, teks, buku-buku, koran, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain.

a) Data Primer; adalah pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun mengenai gagasan (idea).
 Maka dalam skripsi ini sumber data primer yang dimaksudkan adalah buku yang berkaitana dengan judul. Adapun buku-bukunya adalah sebagai berikut: RUU HMPA nikah sirri, Fiqh 5 Madzhab, Hukum Perkawinan 1 (Khoirudin Nasution), Fiqh Munakahat (Rahman Ghazaly).
b) Data Sekunder; yaitu data yang memiliki relevansi dengan kajian yang akan dibahas, antara lain: buletin, koran, transkip, majalah, internet, dan lain-lain.

3. Sifat

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari problem solving. Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan bagaimana persoalan nikah sirri yang termaktub dalam RUU HMPA nikah sirri tersebut secara ontologis, epistemologis dan aksiologis dari sudut pandang fiqh.

4. Pendekatan

Untuk memahami pemetaan analisa tentang Nikah Sirri yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) nikah sirri, maka penulis menggunakan pendekatan filosofis, skriptual, sosiologis serta yuridis. Pendekatan filosofis di sini untuk mencari kejernihan konsep tentang perkawinan. Pendekatan skriptual (teks) disini adalah kajian fiqh yang berdasar atas Al-Quran dan Al-Hadits. Dengan pendekatan ini, diharapkan penulis akan dapat mengurai secara detail mengenai; nilai-nilai filosofis, skriptualitas (teks), sosiologis serta yuridis yang inheren serta mendasari persoalan Nikah Sirri di dalam RUU HMPA nikah sirri. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan hakikat ontologis, epistemologi, dan aksiologi Nikah Sirri yang terdapat dalam RUU HMPA nikah sirri tersebut.

5. Pengumpulan Data
Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian, pengumpulan data-data masalah langkah yang paling penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan dan data yang dikumpulkan harus cukup valid.

Agar data cukup valid maka penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.
 Seperti buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku-buku pengetahuan, film dan lain sebagainya,
 yang menggambarkan tentang materi pada kajian ini, dengan demikian penulis mengadakan penyelidikan terhadap beberapa pustaka untuk memperoleh bahan-bahan kajian.
Setelah data terkumpul, penulis menyusun data untuk mengadakan analisa. Setelah data dianalisa, maka perlu diberikan tafsiran atau interprestasi terhadap data tersebut.
6. Analisa Data
Yang dimaksud dengan analisis data menurut Moleong adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.
 
Untuk menganalisis data mentah menjadi produk pengkajian yang disajikan ke dalam skripsi ini, penulis berusaha menerapkan empat macam analisa data seperti di bawah ini :

a. Metode induksi

Yang dimaksud metode induksi adalah cara berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang terkait kemudian dari fakta-fakta khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Berpijak pada batasan induksi di atas, maka penerapan metode induksi ini pertama-tama ditemui dengan penyajian data mentah, kemudian diikuti dengan uraian dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam skripsi ini, aplikasi metode induksi yang menonjol untuk menganalisis data dapat disimak pada bab ketiga dan seterusnya.  
b. Metode deduksi
Yang dimaksud dengan metode deduksi adalah mengolah data dengan jalan lain berangkat berfikir dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum untuk kemudian mengambil uraian secara khusus.
 

Berpijak pada batasan deduksi yang dipaparkan di atas, maka penerapan metode deduksi dalam skripsi ini, pertama-tama dimulai dengan dalil (pendapat teori) yang kemudian diikuti oleh uraian dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Dalam skripsi ini aplikasi metode deduksi yang menonjol untuk menganalisis data dapat disimak pada bab pertama.   

c. Metode komparasi
Yang dimaksud dengan metode komparasi dalam laporan penelitian ini adalah cara pemaparan data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah hal itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau paling tidak diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.

Dalam skripsi ini aplikasi metode komparasi untuk menganalisis data dapat disimak hampir pada setiap bab ketika penulis menyajikan pendapat minimal dari dua pakar mengenai urusan yang sama. Pendapat para pakar yang disajikan itu lazim memakai redaksi yang berbeda, dengan kemungkinan unsur-unsur yang dimuatnya adalah sama persis atau ada perbedaan yang signifikan.     
d. Metode Analisis Isi
Analisis isi oleh Wans Krippendroff didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya.
 Sedangkan Yatim Riyanto mendefinisikan analisis isi adalah analisis yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan / dokumen sebagai sumber data yang bercirikan analisis terhadap buku atau majalah.
  
G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi tiga bagian:

1. Bagian awal

Pada bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul atau cover, halaman pengajuan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, kata pegantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran, abstrak penelitian.

2. Bagian Isi

Dala skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secaa global penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisi tentang masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, yaitu dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS RUU HMPA NIKAH SIRRI
Pada bab ini penulis akan membahas tentang kajian teoretik terkait dengan: ontologis RUU HMPA nikah sirri, epistemologis RUU HMPA nikah sirri, hakikat aksiologis RUU HMPA nikah sirri
BAB III : KONSEP PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF FIQH

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pengertian nikah, dasar hukum, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, dan prinsip-prinsip pernikahan.
BAB IV : KEABSAHAN RUU HMPA NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF FIQH

Pada bab ini penulis akan membahas tentang diskursus RUU nikah sirri dalam perspektif fiqh, temuan penelitian dan pembahasan.
BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan penulis setelah menguraikan bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran yang merupakan sumbangan penulis dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam fenomena sosiologis.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri atas: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
�Telah menjadi kesepakatan tak tertulis oleh para intelektual (‘ulama’) se-dunia, bahwa al-Qur’an diturunkan sekitar lima belas abad lalu di tanah Arab Makkah dari Tuhannya Nabi Muhammad saw. Ia (al-Qur’an) terbukukan (al-tadwin) menjadi sebuah kitab resmi umat Islam sekitar tahun 30-an Hijriyyah pada masa Khalifah Usman bin Affan. Beliau adalah sahabat yang juga menantu Nabi dan menjadi Khalifah ke-3 dari al-khulafa’ al-rasyidin, setelah Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin Khatab. Beliau juga mendapat gelar zu al-nur’aini. Juga, termasuk di antara tokoh sahabat yang cukup berjasa dalam partisipasinya atas kodifikasi Mushaf al-Qur’an. Usman bin Affan termasuk dari golongan Bani Umayyah, wafat 40/656 saat berusia 82 tahun. Lihat Jamil Ahmad, Seratus Tokoh Muslim Terkemuka, terj. Tim Pustaka (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hal. 37.
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�Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan  1998), hal. 331. Oleh karena itu, al-Qur’an tentunya harus dipahami, dihayati dan diamalkan oleh manusia yang beriman kepada petunjuk itu. Lihat. Zainul Hasan Rifai, “Kisah Israiliyyah dalam Penafsiran Al-Qur’an”, dalam Belajar Mudah Ulum al-Qur’an: Studi Khazanah Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2002), hal.275.
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�Departemen Agama RI. Al-Quran dan Tarjemahannya, )Bandung: Gema Risalah Press, 1992) hal. 518.
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